
 

WALIKOTA BUKITITNGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 8  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29  
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH  

DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum serta 

pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang efektif, 
efisien, transparan dan akuntabel, maka  perlu mengubah 
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang 
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Pemerintah Kota Bukittinggi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 
2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah 
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  



 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dareah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dareah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 
tentang Hibah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bukititnggi Tahun 2008 Nomor 03); 

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang 
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi 
Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 
Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 10). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG 
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI. 

 
Pasal I 

Ketentuan ayat 2 Pasal 34 Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang 
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota 
Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan 
Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut : 

 
 
 



Pasal 34 
 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan secara tertulis 
kepada Walikota. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi 
penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah : 

a. individu, keluarga dan/atau masyarakat, meliputi : 
1. surat permohonan; 
2. rencana/tujuan penggunaan bantuan; 
3. rencana anggaran biaya; 
4. rekomendasi dari Lurah tempat berdomisili; dan 
5. copy identitas diri; 

b. lembaga non pemerintahan, meliputi : 
1. surat permohonan; 
2. proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang yang 

dibutuhkan; dan 
3. rencana anggaran biaya. 

(3) Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada SKPD terkait untuk proses kajian serta evaluasi. 
 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

 
 
Ditetapkan di Bukittinggi 
pada tanggal   27 Maret 2017 
 

  WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

dto 
 
 

  M. RAMLAN NURMATIAS 
 
 

Diundangkan di Bukittinggi 
pada tanggal   27 Maret 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 
 
 
   dto 
 
 YUEN KARNOVA 
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